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Abstrak 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola 
kelembagaan, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi keterbatasan 
akses infrastruktur, informasi, dan komunikasi. Kondisi tersebut seringkali mempengaruhi efektivitas proses 
pengambilan keputusan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola institusi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam memperkuat 
akuntabilitas dan transparansi pada kondisi keterbatasan akses. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, 
kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi pola partisipasi pemangku kepentingan 
dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan 
partisipatif melalui forum musyawarah, keterlibatan pemangku kepentingan, serta keterbukaan informasi 
mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, penerapan monitoring dan 
evaluasi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi wilayah 3T memperkuat kontrol sosial dan kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola partisipatif yang adaptif 
terhadap keterbatasan akses dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi 
kelembagaan di wilayah 3T.  
 
Kata Kunci:  Akuntabilitas, Transparansi, Pengambilan Keputusan Partisipatif, Tata Kelola, Daerah 3T. 
 

Abstract 
 
This research is motivated by the importance of strengthening accountability and transparency in institutional 
governance, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions that face limited access to 
infrastructure, information, and communication. These conditions often impact the effectiveness of decision-
making processes and stakeholder engagement in institutional governance. This study aims to analyze the role 
of participatory decision-making mechanisms in strengthening accountability and transparency under 
conditions of limited access. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were 
collected through interviews, observations, and document analysis, then analyzed descriptively and analytically 
to identify patterns of stakeholder participation in the decision-making process. The results indicate that 
participatory decision-making mechanisms through deliberation forums, stakeholder engagement, and 
information disclosure can improve institutional transparency and accountability. Furthermore, the 
implementation of simple monitoring and evaluation systems tailored to the conditions of 3T regions 
strengthens social control and public trust in institutions. These findings suggest that a participatory governance 
approach that adapts to limited access can be an effective strategy for strengthening institutional accountability 
and transparency in 3T regions. 
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PENDAHULUAN 

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik (good 
governance). Dalam institusi publik maupun pendidikan, kedua prinsip ini berperan penting dalam membangun 
kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang bertanggung 
jawab. Menurut Mark Bovens, akuntabilitas merupakan mekanisme yang memungkinkan aktor publik 
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menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki kewenangan 
untuk menilai dan mengevaluasinya,Bovens (2007:50). Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya berkaitan 
dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencakup proses partisipatif yang melibatkan pemangku 
kepentingan dalam pengambilan keputusan.  

Namun demikian, implementasi akuntabilitas dan transparansi sering menghadapi kendala, terutama 
pada institusi yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya manusia. 
Kondisi ini umum ditemukan pada organisasi publik di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur 
komunikasi yang terbatas. Penelitian Jonathan Fox menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi dapat 
menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga 
berpotensi melemahkan system akuntabilitas institusional, fox (2015:49)  

Mekanisme pengambilan keputusan partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam 
memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pemangku 
kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Archon Fung, 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat 
transparansi melalui proses deliberatif yang melibatkan berbagai pihak, Fung, (2015:51). 

Namun demikian, pada organisasi dengan keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya 
manusia, penerapan mekanisme partisipatif sering belum berjalan optimal. Keterbatasan sarana komunikasi, 
rendahnya literasi informasi, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Penelitian 
Anuradha Joshi dan Peter Houtzager menunjukkan bahwa tanpa desain partisipasi yang adaptif terhadap 
kondisi lokal, penguatan akuntabilitas cenderung tidak berkelanjutan, Joshi & Houtzager (2012:152). 

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam 
memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan akses informasi, teknologi, dan 
sumber daya. Fokus kajian mencakup praktik tata kelola organisasi, tingkat keterlibatan pemangku kepentingan, 
serta sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan. 

Dalam kajian teoritik, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Mark Bovens, 
akuntabilitas merupakan hubungan sosial yang menuntut aktor menjelaskan serta mempertanggungjawabkan 
keputusan kepada forum yang berwenang, Bovens (2007:50). Prinsip ini berkaitan erat dengan transparansi 
yang menekankan keterbukaan informasi kepada publik. Penelitian Stephan Grimmelikhuijsen dan Albert Meijer 
menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi 
publik, Grimmelikhuijsen & Meijer (2014:140). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis 
penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pengambilan keputusan partisipatif pada 
organisasi dengan keterbatasan akses. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui 
wawancara dengan pimpinan organisasi, staf, dan pemangku kepentingan, serta data sekunder yang diperoleh 
melalui studi dokumen organisasi seperti laporan kegiatan, notulen rapat, dan dokumen monitoring dan 
evaluasi. 

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil 
wawancara, observasi, dan dokumen organisasi. Simpulan penelitian ditarik secara induktif untuk memperoleh 
pemahaman mengenai mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam memperkuat akuntabilitas dan 
transparansi organisasi, John W. Creswell, (2018 :45), Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny 
Saldaña, (2014:45) Robert K. Yin (2018:17). 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis 
penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pengambilan keputusan partisipatif pada 
organisasi yang berada dalam kondisi keterbatasan akses. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan 
data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan organisasi, 
anggota atau staf lembaga, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, 
sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, notulen rapat, 
kebijakan organisasi, dan dokumen monitoring dan evaluasi yang relevan dengan sistem tata kelola organisasi. 
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap proses 
pengambilan keputusan, serta analisis dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai 
praktik akuntabilitas dan transparansi yang berlangsung dalam organisasi. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan sehingga memungkinkan 
peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengambilan 
keputusan partisipatif dalam organisasi. Untuk memastikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber 
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dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen organisasi. Selanjutnya, 
simpulan penelitian ditarik secara induktif berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara 
sistematis sehingga menghasilkan pemahaman konseptual mengenai mekanisme pengambilan keputusan 
partisipatif yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan 
akses, Creswell, (2018: 41; ) Miles, Huberman, & Saldaña, (2014:12) Yin, (2018:15). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi pada organisasi 
dengan keterbatasan akses masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan informasi dan 
lemahnya sistem dokumentasi. Proses pengambilan keputusan masih cenderung bersifat top-down, sehingga 
partisipasi pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi belum berjalan optimal. 

Transparansi umumnya hanya terbatas pada penyampaian hasil keputusan tanpa penjelasan mengenai 
proses dan pertimbangannya. Kondisi ini menyebabkan pemahaman anggota organisasi terhadap proses 
perumusan kebijakan menjadi terbatas. Penelitian Haryanto menunjukkan bahwa distribusi informasi yang tidak 
merata dapat melemahkan praktik transparansi dalam organisasi publik, Haryanto (2021:112). 

Selain itu, akuntabilitas masih berfokus pada pelaporan administratif seperti laporan kegiatan dan 
keuangan, sementara evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan belum dilakukan secara sistematis. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Wibowo yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam 
banyak organisasi masih dipahami sebatas pelaporan administratif tanpa integrasi dengan prinsip partisipasi dan 
transparansi, Pratama & Wibowo (2020:67). 

 
Implementasi Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif berperan penting 
dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses 
perumusan kebijakan mendorong keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas komunikasi dan 
kepercayaan dalam organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryadi yang menyatakan bahwa 
mekanisme partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi kebijakan, Suryadi (2019:145), serta 
Rahman yang menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan memperkuat akuntabilitas melalui proses 
deliberatif bersama, Rahman (2022:98). 

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses komunikasi 
dan rendahnya kapasitas sebagian anggota organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif agar 
mekanisme partisipatif dapat berjalan efektif dalam kondisi keterbatasan akses. 

 
 

Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Mendukung Akuntabilitas 
Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa proses pengambilan 

keputusan organisasi berjalan secara akuntabel dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
organisasi telah menerapkan monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya masih sederhana dan belum 
terintegrasi secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Santoso menunjukkan bahwa 
sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi serta mendukung 
proses pembelajaran kelembagaan secara berkelanjutan, Santoso (2021:54). 

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan 
kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi dengan keterbatasan 
akses, penelitian ini menemukan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana namun sistematis lebih 
efektif diterapkan karena tetap memungkinkan evaluasi kebijakan meskipun dengan keterbatasan sumber daya. 

 
Model Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Partisipasi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penguatan akuntabilitas dan transparansi organisasi dapat 
dilakukan melalui model pengambilan keputusan partisipatif yang mengintegrasikan keterlibatan pemangku 
kepentingan, transparansi informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana namun efektif. Model 
ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan 
keputusan dan evaluasi kebijakan. 

Model tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi tidak hanya bergantung pada pelaporan 
administratif, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Temuan ini 
sejalan dengan penelitian Putri dan Nugroho yang menyatakan bahwa integrasi transparansi, partisipasi, dan 
evaluasi organisasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola serta memperkuat akuntabilitas institusi publik, 
Putri & Nugroho (2023:121). Dengan demikian, model pengambilan keputusan partisipatif yang adaptif dapat 
menjadi strategi efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi. 
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Diagram menggambarkan perbandingan tiga kondisi penelitian: 

1) Sebelum mekanisme partisipatif diterapkan 
2) Setelah implementasi mekanisme pengambilan keputusan partisipatif 
3) Kondisi penguatan optimal akuntabilitas dan transparansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif 
memberikan peningkatan yang signifikan terhadap indikator partisipasi stakeholder, transparansi informasi, 
serta sistem monitoring dan evaluasi organisasi. Sebelum penerapan mekanisme partisipatif, tingkat partisipasi 
pemangku kepentingan masih berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata di bawah 2,5. Setelah 
implementasi mekanisme partisipatif melalui forum musyawarah, konsultasi pemangku kepentingan, serta 
penyampaian informasi secara terbuka, terjadi peningkatan skor hingga kisaran 3,0–3,8. Pada tahap penguatan 
optimal, indikator transparansi dan akuntabilitas menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dengan skor 
rata-rata di atas 4,0. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta efektivitas sistem monitoring dan 
evaluasi organisasi. 
 

 
 

Diagram tersebut menggambarkan model mekanisme pengambilan keputusan partisipatif yang 
dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan akses 
informasi, teknologi, dan sumber daya. Model ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan 
secara sistematis melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, bukan secara hierarkis atau top–down. 

Gambar Diagram 3 

Gambar Diagram 1 Gambar 2 
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Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan organisasi yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan untuk memastikan permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi nyata. Menurut Chris 
Ansell dan Alison Gash, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal merupakan faktor penting dalam 
menciptakan tata kelola yang partisipatif, Ansell & Gash, (2008:48). 

Tahap berikutnya meliputi forum partisipatif, pengambilan keputusan bersama, implementasi 
transparan, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Proses ini membentuk siklus tata kelola yang 
berkelanjutan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih legitim, transparan, dan akuntabel, Archon Fung, 
2015:55) Nancy C. Roberts (2004:75) Mark Bovens, (2007:67). Model ini menjadi strategi yang relevan untuk 
memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam kondisi keterbatasan akses. 
 

Tabel Hasil 1. Penelitian Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif 
 

Indikator 
Penelitian 

Sebelum Mekanisme 
Partisipatif 

Setelah Implementasi Mekanisme Partisipatif 

Partisipasi Stakeholder Partisipasi masyarakat 
masih terbatas, keputusan 
lebih bersifat top-down 

Terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat 
melalui forum musyawarah dan diskusi 
terbuka 

Transparansi Informasi Informasi kebijakan dan 
keputusan organisasi 
tidak sepenuhnya terbuka 

Informasi disampaikan secara terbuka melalui 
forum pertemuan dan laporan sederhana 

Proses Pengambilan 
Keputusan 

Keputusan diambil oleh 
pimpinan organisasi 
dengan keterlibatan 
terbatas 

Keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama 
antara pengelola dan pemangku kepentingan 

Monitoring Program Pengawasan program 
masih terbatas dan tidak 
sistematis 

Monitoring dilakukan bersama oleh pengelola dan 
masyarakat 

Evaluasi Program Evaluasi dilakukan secara 
internal organisasi 

Evaluasi dilakukan secara partisipatif melalui 
forum evaluasi bersama 

 
Mekanisme pengambilan keputusan partisipatif memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sebelum penerapan mekanisme partisipatif, proses pengambilan 
keputusan cenderung bersifat top-down dengan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Hal tersebut 
menyebabkan informasi mengenai kebijakan organisasi tidak sepenuhnya terbuka serta sistem monitoring dan 
evaluasi belum berjalan secara optimal. Namun setelah diterapkannya mekanisme pengambilan keputusan 
partisipatif melalui forum musyawarah, diskusi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi 
bersama, terjadi peningkatan signifikan dalam keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta efektivitas 
pengawasan program. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif dapat menjadi strategi yang 
efektif dalam memperkuat tata kelola organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. 
 

Tabel 2. Hasil Analisis Data Penelitian 
 

 
Variabel Penelitian 

 
Indikator 

Skor Rata-rata 
Sebelum 

Implementasi 

Skor Rata-rata 
Setelah 

Implementasi 

Kategori 
Perubahan 

Partisipasi 
Pemangku 
Kepentingan 

Keterlibatan masyarakat 
dalam forum keputusan 

 
2,3 

 
3,8 

 
Meningkat 

Transparansi 
Informasi 

Keterbukaan akses informasi 
kebijakan 

2,1 3,7 Meningkat 

Proses 
Pengambilan 
Keputusan 

Tingkat musyawarah dalam 
menentukan keputusan 

 
2,5 

 
3,9 

 
Meningkat 

Monitoring 
Program 

Pengawasan bersama 
terhadap 
pelaksanaan program 

2,2 3,5 Meningkat 

Evaluasi Program Keterlibatan stakeholder 
dalam 

2,0 3,6 Meningkat 
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evaluasi program 
 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada tabel di atas, terlihat bahwa penerapan mekanisme 
pengambilan keputusan partisipatif memberikan peningkatan pada seluruh indikator yang diteliti. Sebelum 
implementasi mekanisme partisipatif, tingkat partisipasi pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta 
monitoring dan evaluasi program masih berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata berkisar antara 2,0 
hingga 2,5. Setelah diterapkannya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif melalui forum musyawarah, 
diskusi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi bersama, terjadi peningkatan skor rata-
rata menjadi 3,5 hingga 3,9 yang menunjukkan kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme 
pengambilan keputusan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan serta 
memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi pada kondisi keterbatasan akses. 
 

Tabel 3. Indikator Variabel Penelitian dan Sumber Teori 
 

Variabel Penelitian Indikator Deskripsi Indikator Sumber Teori 
 

Mekanisme 
Pengambilan Keputusan 
Partisipatif 

 
Keterlibatan pemangku 
kepentingan 

Tingkat partisipasi 
masyarakat atau 
stakeholder dalam 
proses 
pengambilan keputusan 

 
Ansell & Gash (2008:48) 

  
 

Forum musyawarah 

Adanya forum dialog 
atau diskusi antara 
organisasi dan 
stakeholder 

 
 

Fung (2015:14) 

 
Proses konsensus 

Pengambilan keputusan 
dilakukan melalui 
kesepakatan bersama 

 
Roberts (2004:21) 

 
 
 
 

Transparansi 

 
 

Keterbukaan informasi 

Kemudahan akses 
masyarakat terhadap 
informasi kebijakan dan 
program organisasi 

 
 

Hood (2006:3) 

 
Publikasi keputusan 

Penyampaian hasil 
keputusan kepada publik 
secara terbuka 

 
Meijer (2013:30) 

 
 
 
 

Akuntabilitas 

 
Monitoring program 

Proses pengawasan 
terhadap pelaksanaan 
program atau kebijakan 

 
Bovens (2007:51) 

 
 

Evaluasi kinerja 

Penilaian terhadap 
keberhasilan program 
dan pertanggungjawaban 
organisasi 

 
Romzek & Dubnick 
(198: 228) 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu mekanisme 

pengambilan keputusan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme partisipatif diukur melalui 
keterlibatan pemangku kepentingan, forum musyawarah, dan proses konsensus. Transparansi diukur melalui 
keterbukaan informasi dan publikasi keputusan, sedangkan akuntabilitas diukur melalui monitoring program dan 
evaluasi kinerja organisasi sebagai bagian dari prinsip good governance. 

Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa peluang pengembangan kajian di masa depan. Pertama, 
penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif pada berbagai wilayah dengan tingkat 
keterbatasan akses yang berbeda untuk memahami efektivitas mekanisme partisipatif secara lebih luas, Chris 
Ansell & Alison Gash (2008:75). Kedua, penelitian dapat mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung 
partisipasi publik dan keterbukaan informasi, Albert Meijer, Deirdre Curtin, & Maarten Hillebrandt (2012:85). 
Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan 
variabel seperti kepercayaan publik, kapasitas kelembagaan, dan kepemimpinan organisasi, Kirk Emerson, Tina 
Nabatchi, & Stephen Balogh ( 2012:70). 

Keempat, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan metodologi yang lebih beragam, 
seperti metode campuran (mixed methods) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara partisipasi 
pemangku kepentingan, transparansi informasi, dan akuntabilitas organisasi. Penggunaan metode campuran 
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memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena tata kelola 
partisipatif dalam praktik, Creswell & Plano Clark (2018:75). 

Kelima, penelitian di masa depan juga dapat mengkaji keberlanjutan implementasi mekanisme 
pengambilan keputusan partisipatif dalam jangka panjang melalui studi longitudinal. Pendekatan ini penting 
untuk melihat bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas berkembang seiring waktu serta bagaimana 
dinamika hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan berubah dalam proses tata kelola yang 
berkelanjutan, Bovens (2007:45). Dengan demikian, berbagai arah penelitian tersebut diharapkan dapat 
memperluas kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep tata kelola yang partisipatif, transparan, dan 
akuntabel, khususnya pada organisasi atau wilayah yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan 
komunikasi. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengambilan keputusan partisipatif 
dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam kondisi keterbatasan akses. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme pengambilan 
keputusan partisipatif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 
keputusan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat proses pertanggungjawaban 
organisasi kepada masyarakat. Mekanisme partisipatif yang dilakukan melalui forum diskusi, musyawarah, serta 
keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program terbukti mampu mendorong 
transparansi dalam penyampaian informasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat keterbatasan akses informasi dan 
komunikasi, partisipasi masyarakat tetap dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola organisasi 
apabila didukung oleh komitmen kelembagaan serta penggunaan mekanisme komunikasi yang inklusif. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya 
meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem tata kelola yang lebih transparan 
dan akuntabel. 

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif 
merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, khususnya dalam 
konteks wilayah atau institusi yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan komunikasi. 
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